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BAB  V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan  

Dari pembahasan hasil penelitian diatas, maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Dalam pelaksanaa pembimbingan yang dilakukan yang oleh BAPAS Kota 

Mataram, terdapat indikator-indikator yang melatar belakangi kualitas 

pelayanan yaitu kesadaran petugas dalam pelayanan, factor aturan, 

kemampuan pegawai dan keterampilan kenerja pegawai, serta sarana 

prasarana pelayanan. Hal ini terdapat dalam berbagai tahap bimbingan 

yaitu tahap awal, tahap lanjutan dan tahap akhir. Serta berbagai program 

antara lain, pendekatan agama, pembimbingan sikap dan prilaku, 

pembimbingan kesadaran hukum, dan keterampilan kerja. 

2. Dalam pelayanan program bimbingan yang di lakukan oleh BAPAS 

Mataram terdapat factor pendukung dan factor penghambat. Adupun factor 

pendukung yaitu Sumber Daya Manusia (SDM) dan sarana transportasi. 

Sedangkan factor penghambat yaitu, klien yang jarang lapor ke BAPAS 

dan rumah klien yang jauh. 

 

5.2  Saran- Saran 

1. Diharapkan pemerintah memberikan perhatian lebih yang terkait dengan 

anggaran yang diperoleh BAPAS Kota Mataram, lebih khusus anggaran 

dalam berbagai program bimbingan untuk meningkatkan kualitas layanan 

agar lebih baik lagi. 



 

79 
 

2. Diharapkan BAPAS Kota Mataram perlu meningkatkan sarana dan 

prasarana terutama sarana pendingin ruangan seperti AC maupun kipas 

angin demi kenyamanan pegawai dalam memberikan pelayanan. Hal ini 

tentu terkait dalam bagaimana bekerja serta demi kenyaman klien saat 

mengurus berbagai administrasi seperti pengurusan status pembebasan dan 

saat mereka mendapatkan bimbingan yang diberikan oleh pihak BAPAS. 
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